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 v Kata Pengantar

Kata Pengantar
Alhamdulilah, penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang 

telah memberikan nikmat dan rahmatNya. Kepada kedua orang tua, 
mertua,  istri dan anak tercinta yang senantiasa menjadi sumber 
semangat Penulis dalam berkarya. Kepada guru-guru, yang telah 
memberikan ilmunya kepada Penulis, sehingga Penulis sampai pada 
titik sekarang ini. Buku ini merupakan pengembangan dari hasil 
penelitian BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) 
Kementerian Agama pada tahun 2019. 

Kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia 
cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama 
antara lembaga dan kementerian sebagai regulator pembuat kebijakan. 
Kerjasama antar lembaga dan kementerian tersebut ditandai dengan 
adanya rapat koordinasi, nota kesepahaman, bahkan peraturan 
menteri. Hanya saja, nomenklatur pada tingkat menteri, seperti 
yang dilakukan oleh Kemenristekdikti masih sebatas kerjasama 
antara kementerian tersebut dengan pihak perguruan tinggi. Dalam 
upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia, dibutuhkan adanya 
koordinasi yang menyeluruh antar lembaga dan kementerian dan 
para stakeholder yang dapat menanggulangi permasalahan terkait 
radikalisme di Indonesia.
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 1 BAB  1
Pendahuluan

A.	 Asal Mula Radikalisme

Tinjauan kebahasaan, radikalisme berasal dari kata Latin radix, 
yang memiliki makna akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal berarti 
“ekstrem,” “lengkap,” “fanatik,” “revolusioner,” “ultra,” dan “dasar 
(Hornby & Cowie, 1977).” Sedangkan istilah “radikalisme” mengacu 
pada ideologi atau praktik mereka yang memiliki sudut pandang 
radikal atau ekstrem (Nuh, 2009).

Menurut kamus besar Indonesia radikalisme ini didefinisikan 
sebagai pemahaman atau tradisi yang mencari perubahan secara tegas 
atau koersif (Tim Penulis, 1990). Sementara Sartono Kartodirdjo 
mendefinisikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang sepenuhnya 
menentang tertib dan tatanan sosial saat ini dan ditandai dengan 
kenakalan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan bagi 
mereka yang memiliki kekuasaan dan otoritas, Radikalisme ini sering 
disalahpahami oleh berbagai kelompok kepentingan (Kartodirdjo, 
1984). Dalam ranah agama, radikalisme mengacu pada gerakan 
keagamaan yang menggunakan kekerasan untuk secara radikal 
mengubah tatanan sosial dan politik yang ada (A. Rubaidi, 2008). 
Sementara itu, radikalisme dalam studi ilmu sosial mengacu pada 
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sudut pandang yang berusaha membuat perubahan signifikan sesuai 
dengan interpretasinya tentang realitas sosial atau cara hidup yang 
dimilikinya (Hasani & Naipospos, 2010).

Maka dari itu, radikalisme mencirikan gejala yang sering muncul 
dalam masyarakat dengan banyak konsepsi, seperti sosial, politik, 
budaya, atau agama, yang biasanya didefinisikan oleh kegiatan yang 
keras, parah, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala 
yang dialami oleh masyarakat.. 

Jadi, berdasarkan berbagai penafsiran di atas, gerakan radikalisme 
dapat didefinisikan sebagai sikap atau semangat yang mengarah pada 
tindakan yang bertujuan merusak dan mengubah tatanan yang stabil 
dengan menggantinya dengan pemikiran atau pengetahuan baru, dan 
gerakan perubahan kadang-kadang disertai dengan tindakan kekerasan. 
Jika kita melihatnya dari sudut pandang agama, kita dapat melihat gerakan 
radikalisme agama ini sebagai gerakan kuno, pendek, dan kaku yang sering 
menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat dan pandangan 
agama, dan menganggap hanya pemahaman agamanya yang paling 
benar dan sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits. Ini jelas bertentangan 
dengan prinsip-prinsip Islam, yang merupakan agama perdamaian yang 
mempromosikan pola pikir damai dan mencari perdamaian. Penggunaan 
kekerasan untuk menyebarkan agama, pemahaman agama, dan 
pemahaman politik tidak pernah diizinkan dalam Islam.

Beberapa ilmuwan telah menemukan definisi mereka sendiri 
tentang radikalisme, seperti: Radikalisme menurut Kartodirdjo (1985), 
adalah gerakan sosial yang sangat menentang dan menentang orang-
orang yang memiliki hak istimewa dan kekuasaan. Menurut Rubaidi 
(2007), Radikalisme adalah gerakan keagamaan yang menggunakan 
kekerasan untuk menggulingkan tatanan sosial dan politik yang ada. 
Sedangkan menurut Hasani dan Naipospos (2010), Radikalisme 
adalah sudut pandang yang berusaha mencapai perubahan mendasar 
berdasarkan persepsinya terhadap realitas sosial atau ideologi. Dan 
pendapat lain menurut Partanto dan Al Barry (1994), Radikalisme 
adalah visi politik kenegaraan yang mencari perubahan dan 
perubahan besar sebagai sarana untuk mencapai tujuan (Muharam & 
Shilvirichiyanti, 2020). 
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 21 BAB  2
Teori-Teori Dasar

A.	 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari kata “kebijakan” dan “publik”. 
Kebijakan dapat dimaknai dalam arti umum dan spesifik. Dalam 
pengertiannya secara umum kebijakan adalah jaringan keputusan atau 
tindakan-tindakan yang memiliki arah, keberlanjutan, dan koherensi. 
Sedangkan dalam pengertiannya secara spesifik, kebijakan akan terkait 
dengan sebuah metode/alat (means) dan tujuan (ends), dimana berfokus 
menyeleksi tujuan dan sarana guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan kata “publik” akan mudah dipahami apabila 
disandingkan dengan kata “privat”. Gobetti (2007) membedakan 
istilah “privat” sebagai individu atau person, sedangkan “publik” 
sebagai negara atau komunitas. Hubungan antara keduanya pun 
sangat kompleks dan bersifat interdependensi. Tidak jarang terjadi 
pertentangan antara kepentingan publik dan privat dimana kedua 
ruang ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan, untuk 
meredakan ketegangan ini dikenal gagasan pasar. Dengan gagasan 
pasar kepentingan privat bisa terjamin dan semakin dimaksimalkan 
sekaligus mempromosikan kepentingan publik (E Handoyo, 2012).

Teori-Teori Dasar
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Terdapat banyak ahli yang memberikan pandangannya mengenai 
pengertian kebijakan publik, Dun (2003) menjelaskan bahwa 
kebijakan publik adalah berbagai rangkaian pilihan yang memiliki 
keterhubungan satu dan yang lainnya (baik keputusan untuk bertindak 
maupun keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat 
atau lembaga pemerintahan (Sazali et al., 2020). 

Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009) menerangkan bahwa 
kebijakan publik adalah sebuah keputusan guna memecahkan 
permasalahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai, keputusan 
ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang menjalakan tugasnya 
dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Dalam kepustakaan 
internasional kebijakan publik atau public policy adalah sebuah 
peraturan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati 
serta bersifat mengikat warganya, jika ada yang melanggar maka 
diberikan sanksi sebanding dengan pelanggarannya oleh institusi yang 
berwenang menjatuhkan sanksi di depan masyarakat (Anggara, 2018). 
Thomas R. Dye (1992) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan, 
lebih lanjut lagi dia mengatakan bahwa setiap pilihan dari pemerintah 
pastilah memiliki sebuah tujuan baik itu yang dilakukan maupun yang 
tidak dilakukan, oleh karena itu setiap kebijakan sudah semestinya 
memiliki pertimbangan yang holistik supaya membawa manfaat bagi 
kehidupan warga dan tidak menimbulkan kerugian.

 Meskipun terdapat banyak pendapat ahli mengenai kebijakan 
publik, pada intinya para ahli memiliki kesamaan dalam memahami 
kebijakan publik, yaitu sebuah kebijakan publik adalah produk dari 
pemerintah yang memiliki tujuan sebagai arah serta pedoman dalam 
melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan (termasuk kebijakan yang berhubungan 
dengan masyarakat). Sebuah kebijakan memiliki beberapa unsur di 
dalamnya yang mana dengannya akan dapat dipahami mengapa sebuah 
kebijakan perlu dibuat. Abidin (2006) mengatakan bahwa unsur dari 
kebijakan (Eko Handoyo, 2012) yaitu 1) permasalahan, 2) tujuan, 3) 
tuntutan, dan 4) dampak. 
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Komunikasi lintas agama perlu untuk diadakan terus menerus, tidak 
menunggu terjadinya konflik terlebih dahulu atau pada momen 
tertentu, dengan metode dialog yang berkualitas bersama para 
pemuka agama, pemahaman bersama akan terbentuk di masyarakat. 
Dengan metode dialog inilah akan ditemukan berbagai macam bentuk 
pemikiran sehingga bisa bersama-sama memahami jati diri serta 
mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan gesekan perbedaan yang 
diakibatkan oleh pemikiran agama. Komunikasi lintas agama dengan 
metode diskusi juga bisa memupuk rasa percaya akan pentingnya 
kerukunan, kedamaian, keharmonisan dan menghilangkan kecurigaan  
antar umat beragama. Peran pemuka agama menjadi sangat penting 
sebagai cerminan yang akan ditiru oleh umat dalam kehidupan di 
masyarakat majemuk.
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BAB  3

Radikalisme di Indonesia

A.	 Pro-Kontra Istilah Radikalisme

Penggunaan istilah radikalisme masih mengalami perdebatan 
dalam masyarakat. Harits Abu Ulya selaku pengamat terorisme dari 
Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) menjelaskan bahwa 
perlu bagi pemerintah untuk memperjelas definisi radikalisme, hal 
ini dilakukan agar dalam eksekusi dan misi penangkalan radikalisme 
bisa tepat sasaran. Tanpa adanya definisi yang jelas penanganan terkait 
radikalisme akan memberikan efek bias pada berbagai aspek sebab 
terminologis radikal masuk dalam hal yang sangat sensitif. Raykan 
Adi Brata selaku Direktur Internasional Association for Counter Terrorism 
and Security Professionals Center for Security Studies (IACSP) Indonesia 
mengatakan bahwa memang istilah radikalisme tidak bisa dilepaskan 
hubungannya dengan terorisme. Teorinya adalah bahwa tidak ada 
terorisme tanpa radikalisme, bibit dari radikalisme adalah intoleransi. 
Namun yang menjadi catatan adalah tidak semua intoleransi berakhir 
pada radikalisme, begitupun radikalisme, tidak selalu berakhir pada 
terorisme (CNN Indonesia, 2019). 

Radikalisme 
di Indonesia
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Terkait istilah radikalisme ini Anggota DPR dari Fraksi Partai 
Gerindra, Fadli Zon menilai wacana radikalisme bisa menimbulkan 
prasangka dan fitnah tidak henti. Hal tersebut disampaikan Fadli di 
lini masa akun Twitternya menanggapi pemberitaan mengenai pegawai 
negeri sipil (PNS) yang terpapar radikalisme. Menurut Fadli Zon, jangan-
jangan mereka yang memberikan penilaian tentang radikalisme, justru 
tidak mengerti tentang hal itu. “Harus dievaluasi, jangan-jangan yang 
nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa. Wacana radikalisme 
bisa membuat prasangka dan fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam 
kritik atau refleksi fobia Islam. Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke 
rangking 102,” cuit Fadli Zon dikutip dari lini masa Twitter.

Permasalahan akan radikalisme ini menjadi tugas yang ingin dibasmi 
oleh pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Presiden 
sendiri di tahun 2019 saat rapat kabinet terbatas mengenai politik, 
hukum, dan keamanan, memberikan saran agar istilah radikalisme bisa 
diganti dengan istilah lain, manipulator agama misalnya. 

“Harus ada upaya serius untuk mencegah meluasnya, apa yang 
sekarang ini banyak disebut, radikalisme. Atau mungkin, apakah ada 
istilah lain yang bisa kita gunakan? Misalnya manipulator agama,” 
kata Jokowi. Namun usulan ini justru memantik pro dan kontra. 
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais perubahan istilah 
ini mirip dengan penggantian istilah ‘korupsi’ di zaman Orde Baru.

“Mau diganti istilah itu sama saja, istilah mengganti ‘radikalisme’ dengan 
‘manipulator agama’ itu sama saja. Dulu cara pandang orde baru, tidak 
mau dibilang korupsi, tapi dibilangnya ‘kesalahan prosedur’,” ujarnya. 
Selanjutnya Hanafi menyarankan agar Jokowi berhati-hati ketika 

memilih istilah atau kosa kata yang hendak digunakan.

Terkait hal ini Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, harus 
disepakati bersama, bahwa istilah radikalisme tidak merujuk pada 
kelompok agama tertentu. Menurutnya, radikalisme adalah paham 
atau kelompok yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara 
dengan cara yang melawan aturan. Mahfud menegaskan, pemerintah 
tidak pernah bermaksud menuding umat agama tertentu, apalagi 
umat islam, sebagai umat yang radikal. Sebaliknya, justru pemerintah 
menganggap umat beragama di Indonesia sebagai umat yang toleran 
dan mampu menjaga kerukunan (Ramadhan, 2019). 
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“Pemerintah itu menganggap justru karena umat Islam tidak radikal 
itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik. Karena 
semua umat Islam itu ada atau pada umumnya umat Islam itu 
setuju dan sangat menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila,” tutup Mahfud. 

Pada kenyatannya definisi terhadap radikalisme dalam masyarakat 
masih berbeda-beda, hal ini menyebabkan masalah dimana satu sama 
lainnya saling menghujat dan memberi label radikal. Pada tingkat anak 
sekolah juga sudah terdapat fenomena pengkafiran terhadap golongan 
tertentu. Fenomena ini terjadi akibat pemahaman akan radikalisme itu 
sendiri, apakah radikalisme itu, siapakah orang atau kelompok yang 
termasuk radikal. Pemahaman terkait radikal di masyarakat selama 
ini pada umumnya adalah orang yang memakai celana cingkrang, 
perempuan yang memakai cadar, sering mengikuti pengajian dan 
sebagainya. Dari pemahaman ini jelas tidak bisa menjadi landasan 
dalam menyimpulkan seseorang atau suatu kelompok terpapar 
radikalisme. Oleh sebab itu perlu bagi masyarakat agar bisa memahami 
pengertian radikalisme secara benar (Kurniawan, 2020)articles, 
books and relevant scientific work The results of this study explain 
that radicalism is the understanding or flow that requires social and 
political change by using violence as a stepping stone to justify their 
beliefs that are considered true. Forms of radicalism in Indonesia are 
the perpetrators of the Darul Islam (DI. 

Kata radikalisme bersumber dari bahasa Latin, yaitu Radix 
yang memiliki makna pangkal, akar, sangat keras dalam menuntut 
perubahan. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
radikalisme dimaknai sebagai aliran atau paham yang menginginkan 
adanya perubahan sosial politik melalui cara kekerasan. Ulama Yusuf 
Qardhawi juga memberikan definisi terkait radikalisme ini, menurut 
beliau radikalisme ialah sikap berlebihan dalam beragama, terdapat 
perbedaan antara akidah dan perilaku, politik dan agama, apa yang 
diucapkan dan yang diperbuat, hukum Allah dan hukum manusia 
(Qardhawi, 2014).
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A.	 Kebijakan Antar Kementerian/Lembaga

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijaka-kebijakan dari 
beberapa kemeterian seperti Kementerian Agama, Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi yang berhubungan kebijkan publik komunikasi 
pembangunan agama sehubungan dengan penanggulangan radikalisme. 
Kebijakan yang dibahas termasuk diantaranya adalah tentang peran 
kementerian yang berfunsi sebagai regulator serta berbagai faktor 
pendukung juga penghambat yang dapat memberikan pengaruh dalam 
proses kebijakan publik komunikasi pembangunan agama.

Kementerian Agama beberapa fungsi dalam meningkatkan 
pelayanan publiknya, yaitu :

a.	 Melakukan perumusan, penetapan juga menjalankan kebijakan 
dalam bidang Bimas Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu 
dan Khonghuchu, menyelenggarakan haji juga umrah, serta 
pendidikan agama juga keagamaan.

b.	 Mengkoordinasikan pembinaan, pelaksanaan tugas serta 
memberikan dukungan administrasi terhadap semua elemen 
organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

Penanggulangan 
Radikalisme  
di Indonesia
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c.	 Menjalankan dukungan substantif terhadap semua elemen 
organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

d.	 Mengelola kekayaan atau barang milik Negara yang 
diamanahkan kepada Kementerian Agama.

e.	 Mengawasi dan menjalankan tugas sesuai lingkup Kementerian 
Agama.

f.	 Melakukan pembimbingan tekhnis sekaligus supervisi terkait 
pelaksanaan tugas di Kementerian Agama.

g.	 Menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat tekhnis dari 
pusat hingga daerah.

h.	 Memberikan pelatihan, penelitian, pendidikan juga 
pengembangan dalam bidang agama dan keagamaan.

i.	 Menyelenggarakan penjaminan produk halal.

Dari beberapa fungsi yang ada ini Kementerian Agama sedang 
berusaha untuk menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Selain 
itu pada saat ini terdapat nomenklatur baru mengenai konflik sosial 
keagamaan yang membahas tentang pembinaan agama dan penanganan 
konflik. Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 42 tahun 2016 
berisi informasi tentang bagaimana melakukan pembangunan tidak 
hanya dari pemahaman melainkan turut membangun perilaku 
masyarakat dalam melestarikan kerukunan umat beragama. Pada 
Kementerian Agama sendiri juga terdapat sebuah departemen yang 
memiliki tugas untuk menangani konflik sosial keagamaan yang 
sumber permasalahannya disebabkan oleh intoleransi dan radikalisme. 
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, departemen ini sudah banyak 
mengatasi berbagai permasalahan intoleransi di Indonesia, misalnya 
seperti kasus yang terjadi di Sampang, Mataram dan juga di Lombok.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa Kementerian 
Agama juga sedang mempersiapkan sebuah sistem yang disebut 
Early Warning System dimana sistem ini merupakan regulasi atau 
Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai deteksi serta respon 
dini atas terjadinya konflik sosial keagamaan yang dipicu karena 
masalah intoleransi dan radikalisme. Early Warning System tidak hanya 
menangani permasalahan yang sudah terjadi melainkan juga dapat 
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c.	 Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dijatuhkan 
kepada pendiri, pemimpin, administrator, atau siapapun yang 
bertanggung jawab atas operasinya.

d.	 Tuntutan pidana tambahan, seperti hilangnya hak untuk 
memiliki paspor untuk jangka waktu tertentu.

e.	 Putusan hukum acara pidana seperti perpanjangan jangka 
waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan 
penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik 
dan penuntut umum, serta kajian penuntut umum terhadap 
berkas perkara tindak pidana tindak pidana terorisme.

f.	 Kewajiban negara atas perlindungan korban dalam perkara 
pidana.

g.	 BNPT akan mengkoordinasikan upaya berbagai lembaga 
untuk mencegah tindak terorisme sesuai dengan peran dan 
kewenangan masing-masing. 

h.	 Lembaga BNPT dan pengawasannya, serta keterlibatan TNI.

2.	 Pembentukan BNPT 

Pemerintah membentuk Organisasi Penanggulangan Terorisme 
Nasional (BNPT), sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang 
melakukan kegiatan pemerintah di bidang kontraterorisme, selain 
memberlakukan undang-undang dan peraturan yang berbeda tentang 
ekstremisme dan terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT. 
Undang-Undang dan Peraturan Presiden mengatur pembentukan 
BNPT. BNPT didefinisikan sebagai berikut dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang  menyelenggarakan 
operasi kontra-terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Presiden. BNPT adalah pusat analisis dan kontrol krisis yang memungkinkan 
Presiden untuk merumuskan kebijakan dan metode untuk menangani 
krisis, seperti penyebaran sumber daya dalam perang melawan terorisme. 
BNPT berkantor pusat di Jakarta, ibu kota Indonesia. (Pasal 43E.)
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BNPT memiliki tanggung jawab sebagai berikut: mengembangkan 
dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional 
kontraterorisme; mengoordinasikan kebijakan, strategi, dan program 
kontraterorisme nasional; dan melaksanakan persiapan nasional, 
kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. (Lihat Pasal 43F.)

BNPT bertanggung jawab untuk merumuskan, mengoordinasikan, 
dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan 
terorisme nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, 
dan deradikalisasi; mengoordinasikan program pemulihan korban; 
dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, 
strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional di bidang 
kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi (Pasal 
43) (Khoiri & Asmuni, 2019b).
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Penutup

Persoalan radikalisme merupakan persoalan yang cukup serius 
bagi bangsa Indonesia khususnya jika paham tersebut berubah 
menjadi gerakan-gerakan ektremisme yang puncaknya melahirkan 
tindakan tindakan terorisme. Dalam perspektif Komunikasi kebijakan 
Pembangunan Agama, dibutuhkan penguatan pada setiap peran 
kementerian dan lembaga terkait untuk bisa memiliki pandangan yang 
sama dan melakukan komunikasi terpadu dalam menanggapi gerakan-
gerakan radikalisme khususnya radikalisme agama. Kerjasama yang 
terjalin selama ini sudah cukup baik antara lembaga dan kementerian 
sebagai regulator pembuat kebijakan. Kerjasama antar lembaga dan 
kementerian tersebut ditandai dengan adanya rapat koordinasi, nota 
kesepahaman, bahkan peraturan menteri.

Namun demikian, masih diperlukan nomenklatur pada tingkat 
menteri, seperti yang dilakukan oleh Kemenristekdikti masih sebatas 
kerjasama antara kementerian tersebut dengan pihak perguruan tinggi. 
Dalam upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia, dibutuhkan 
adanya koordinasi yang menyeluruh antar lembaga dan kementerian 
dan para stakeholder  yang dapat menanggulangi permasalahan terkait 
radikalisme di Indonesia. Ketidaksamaan persepsi antar lembaga 
dan kementerian terkait istilah radikalisme dan penanggulangannya 

Penutup

5
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menyebabkan beberapa pihak tidak dapat mensinergikan program. 
Adanya ketidakseimbangan terkait data mengenai radikalisme yang 
terjadi di Indonesia, menyebabkan beberapa lembaga dan kementerian 
terkadang perlu untuk meminta kembali informasi kepada lembaga 
kementerian terkait yang memiliki data lebih akurat dan terbaru.

Proyeksi ke depan dari masing-masing lembaga dan kementerian 
sejauh ini masih sebatas perencanaan terkait dengan nomenklatur 
dan perancangan sebuah sistem. Terdapat beberapa kendala seperti 
anggaran, waktu, dan komunikasi yang kurang intens antar lembaga 
dan kementerian karena menjalankan tugasnya masing-masing. 
Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil buku penelitian ini 
adalah agar pemerintah dapat menerbitkan sebuah nomenklatur, 
baik Inpres maupun Perpres atau Undang-Undang terkait sinergisitas 
antar lembaga dan kementerian agar dapat mempersatukan persepsi 
dan bekerjasama dalam sebuah tim atau membentuk sebuah lembaga 
yang dinaungi oleh lembaga dan kementrian guna mempercepat 
penanggulangan radikalisme di Indonesia.
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